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Nomor 17 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI UTARA,

bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang NS
besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) w
dalam rangka memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan,
Pembangunan, Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa
agar sesuai dengan tata kelola Pemerintahan yang baik dan benar
serta memenuhi prinsip - prinsip efisien, efektif, transparan,
pemberdayaan masyarakat, gotong — royong, akuntabel, Pemerintah
Desa perlu diberikan pedoman;
_ bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 112 ayat 1 dan pasal
115 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa dan pasal 1 Peraturan kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa perla
menetapkan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud pada huruf
a dan huruf b tersebut di atas, perlu di atur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844) .
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbanga%
Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembe
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamb
Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Peraturan Perundang - Undangan - PeRs
g (Lembaran Negar
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lem}
Republik Indonesia Nomor 5234) : o




urusan Pemerintahan antara Pe

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembe

Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Neg Re

Nomor 4737); =

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang — Undang Nom
2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon
5539);

8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang’ J
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata
Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tent
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di u
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam

Negri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 450);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN

BARANG/JASA DI DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaskud dengan :

.
2:

Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah.

Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara

Bupati adalah Bupati Morowali Utara

Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Morowali

Utara

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus wurusan pemenntahm
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempsz
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional van




2.

13:

14.

o

16,

17.

18.

1O,

20,

negang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ye
PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena Jabatannya mempur
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajian dalam rangka
Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dal
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa terseb
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBD :
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan di setuju
bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa '
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD
adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan Keuangan Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat.

Tim Asistensi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang selanjutnya di tetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan Barang/Jasa
adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik
dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa.

Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau perorangan yang menyediakan
barang/jasa.

Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.

Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK
adalah Tim yang ditetapkan oleh kepada Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari
unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peratran Bupati ini di maksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Desa
dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan menggunakan

APBDes.

Pasal 3

~ Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar Pengadaan barang/j ja
% 5 By “oleh Pemerintah Desa sesuai dengan tata kelola yang baik dan senc
Pengadaan Barang/Jasa di Desa.




cerja dan pémberdayaan masyarakat setempat
. ‘Pengadaa_n Barang/Jasa di Desa yang tidak dapat dilaksanaka
baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh pen

yang dianggap mampu.

BAB III
TATA NILAI PENGADAAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
Pasal 5

@ Pengadaan Barang/Jasa di Desa tidak boleh atau tidak diperkenankan menggunakan é
bahan, material, dan/atau barang/alat yang dapat merusak lingkungan sekitar. e |

Bagian Kedua
Tata Nilai Pengadaan
Pasal 6

1. Prinsip - prinsip Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah Desa sebagai berikut :

a. Efisien bearti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan
dana dan daya yang minimum untuk mencapi kualitas dan sasaran dalam waktu
yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapi
hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

b. Efektif bearti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan

- sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar —
‘@ besarnya. o8

c. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan
Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat d
penyedia Barang/Jasa yang berminat.

d. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan
ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pnoritas
masyarakat Desa.

~ e. Gotong - royong, bearti penyediaan tenaga kerja secara cuma




@

. TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur .

| yang dibentuk oleh Pemerintah De
oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa setempat.

Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), :

Urusan Pembangunan dan/atau Kepala urusan lainnya yang memiliki

dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Unsur Lembaga KemasyarakatanDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

sebagai anggota aktif, memiliki kompentensi di bidangnya dan organi

terdaftar di Pemerintah Desa setempat.

TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas :

a. Ketua, adalah berasal dari Unsur Perangkat Desa

b. Sekretaris, adalah unsur yang berasal dari Aparatur Desa atau dari uns
Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan

c. Tiga anggota berasal dari Unsur Aparatur Desa dan/atau dari unsur Lembaga
Kemasyarakatan Desa.

Pemerintah Desa menyediakan biaya pendukung kepada TPK berupa honorarium

dan keperluan biaya lainnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan Pengadaan

Barang/Jasa dimaksud.

Honorarium dan keperluan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(6),besaran nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua
Tugas danWewenang TPK
Pasal 8

Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK memiliki tugas

pokok dan kewenangan sebagai berikut :

a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar
setempat;

b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan)

Khusus pekerjaan  konstruksi, menetapakan gambar rencana kerja
sederhana/sketsa (bila diperlukan);
. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa,;

Membuat rancangan Surat Perjanjian;
Menandatangani Surat Perjanjian;
. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
h. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang
kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekq
Untuk ditetapkan sebagai Keanggotaan TPK harus memenuhi persyarat
it

Q
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ad atan pe

B

arang dan Jasa apa

Bagian Ketiga
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Pasal 9

1. Kepala Desa selaku PKPKDes membentuk Panitia Penerima Hasil Peke
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan terdiri atas 3 (tiga) orang,
Desa dan 1 (satu) orang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

3. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

@ a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

b. Tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Bendahara di Pemerintahan Desa.

4. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) mempunyai
tugas pokok dan kewenangan untuk :

a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa untuk nilai
diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian, yang dituangkan dalam Berita
Acara Hasil Pemeriksaan,;

b. Menerima hasil pengadaan barang /jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
dan

c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

5. Untuk membantu pelaksanaan tugas, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat
menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau swasta
sesuai dengan keahlian dibidangnya.

Q 6. Dalam hal keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak turut serta
menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan, wajib memberikan penjelasan tertulis.

7. Penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Berita Acara Serah

2 (dua) orang Ap:s

Terima Pekerjaan.

BAB IV
KEGIATAN SWAKELOLA

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Swakelola
Pasal 10

1. Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaz

direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiats ‘
ksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan ‘ ’

awasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungiawaban hasil pe




\aan Swakelola meliputi :

E sanaan pekerjaan;
'Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan kebutuh ’
'Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kelja seder :
(bila diperlukan); o
d. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan);
e. Perkiraan biaya (RAB).

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Swakelola
Pasal 12

1. Untuk mendukung kegiatan Swakelola, pengadaan barang/jasa yang tidak dapat
disediakan dengan cara swadaya, dapat dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang
dianggap mampu oleh TPK.

2. Tata cara pengadaan Barang/Jasa dalam rangka mendukung kegiatan Swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada BAB IV ketentuan Peraturan
Bupati ini.

3. Khusus untuk pekerjaan konstruksi,TPK :

a. Menunjuk satu orang anggota sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan
pekerjaan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;

b. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait;dan/atau

c. Dapat dibantu oleh pekerja (tukang dan/atau mandor).

4. TPK wajib memonitoring tas kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi
tanggungjawabnya, selanjutnya dievaluasi setiap minggu.

@ 5. Khusus pekerjaan konstruksi bangunan, pembuatan dan/atau peningkatan jalan di

pedesaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang

dilakukan secara Swakelola, TPK mengajukan pencairan dana kepada PKPKDes
terbagi tiga tahap yaitu :

a. Tahap pertama senilai 60% (enam puluh perseratus) merupakan uang dimuka
dari nilai pekerjaan untuk membiayai persiapan pelaksanaan kegiatan;

b. Tahap kedua senilai 30% (tiga puluh perseratus) setelah TPK
mempertanggungjawabkan 100% (seratus perseratus) dari nilai uang dimuka
yang telah dipergunakan; dan

c. Tahap  ketiga  senilai 10% (sepuluh perseratus) setelah  TPK

mempertanggungjawabkan 100% (seratus perseratus) dari nilai uang yan

dxmmtai, pada tahap kedua yang telah dipergunakan. e

wajib mempertanggungjawabkan realisasi keuan i 3
 yang menjadi kewajibannya. gan dan resiisash i

10 i :
4 pertanggung jawaban hasil pekerjaan/kegiatan kepa,




aan Bérangv/ jasa melalui penyedia Barang/Jasa d
enuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mend
~ Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langs
. Dalam hal TPK mengundang penyedia Barang/jasa di Desa diu
penyedia Barang/Jasa yang memiliki kriteria sebagai berikut :

a. Memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat tetap dan jelas sert ‘
dijangkau dengan jasa pengiriman.
b. Pernyataan kebenaran usaha; dan
c. Untuk yang pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/ate
peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. :
. Tidak boleh menggunakan pihak ketiga (orang atau badan yang bukan
toko/penyedia/individu) sebagai calo penyedia bahan/alat/tenaga yang dibutuhkan.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 14

. Dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa TPK harus mempertimbangkan :

a. Kondisi/keadaan yang sebenarnya dilokasi/lapangan;

b. Kepentingan masyarakat setempat;

c. Jenis sifat dan nilai barang /jasa serta jumlah penyedia barang/jasa yang
ada;dan

d. Kebutuhan barang/bahan.

. TPK menyusun rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa yang meliputi :

a. Rencana anggaran belanja berdasarkan harga pasar setempat atau harga pasar
terdekat;

b. Harga barang/jasa yang disusun di dalam Rencana Anggaran belanja dapat
mengacu pada standar harga barang/jasa Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;

c. Rencana anggaran belanja dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos
pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;

d. Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan);

e. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai dengan gambar rencana kerja
sederhana/sketsa (apabila diperlukan).

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 15




o n dilakukan tanpa melakukan permintaan penawa

embelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertuli

penawaran tertulis dari penyedia Barang/jasa; dan ‘ '

d. Tim pengelola kegiatan melakukan negosiasi (tawar menawar) Se
ditempat kepada penyedia Barang/jasa;

e. Penyedia Barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota,

pembelian, atau kwitansi untuk dan atas nama TPK:.

3. Pengadaan Barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta ru

sampai dengan nilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana di

pada ayat (1) huruf b : o

a. Tim pengelola kegiatan membeli Barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia
Barang/jasa;

3 b. Tim pengelola kegiatan melakukan permintaan penawaran Secara tertulis dari
" penyedia Barang/jasa dengan dilampiri daftar Barang/jasa (rincian Barang/jasa
atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan);

c. Penyedia Barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis pada forn yang telah
disediakan oleh TPK yang berisikan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau
ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;

d. Tim pengelola kegiatan melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia
barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah tetapi tidak mengurangi
jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa
penyerahan barang/jasa atau penyelesaian pekerjaan, bukti negosiasi (tawar
menawar) berupa berita acara hasil negosiasi;

e. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa faktur pembelian, atau
kwitansi untuk dan atas nama TPK;

f. Tim pengelola kegiatan mengumumkan data pekerjaan dan penyedia barang/jasa

(‘ terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat berkumpulnya
‘ warga (misalnya : Pos RT/RW, Pos Karang Taruna dan sejenisnya), sekurang-
kurangnya terdiri dari :
1) Nama Barang atau pekerjaan yang diadakan
2) Nama dan alamat penyedia barang/jasa
3) Harga akhir hasil negosasi (tawar menawar)
4) Jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan.
5) Tanggal diumumkan |
4. Pengadaan barang / jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- ( Dua ratus juta |
rupiah ) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf C ; |
a. TPK me:ngundang'dan meminta 2 ( dua ) penawaran secara tertulis dari 2 ( dua )
Penyedia barang/jasa yang berbeda yang di lampiri dengan daftar barang / jasa (i

rincian barang / jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan
. . . . sa :
spesifikisai teknis barabg/jasa; : “engie

Pe ia barang / jasa menyampaikan penawaran Secara tertulis yang
1g/jasa ( rincian barang/jasa atau ruang linkup pekerjas ok




e. Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka

f. TPK melakukan negosiasi ( tawar menawar) untuk memperoleh harga yang le

2) pahla di penuh: oleh salah satu penyedaa barang/jase
melanjutkan negosiasi kepada penyedia barang/jasa
spesifikasi teknis tersebut ; :

3) Jika tidak dipenuhinya oleh kedua Penyedia barang/ Jasa
membatalkan proses pengadaan

terpenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sabag
dimaksud pada huruf a kepada Penyedia Brang/Jasa yang lain.

mudah diantara kedua Penyedia Barang/Jasa tetapi tidak mengurangi jumlah
dan kualitas Barang atau /Jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa
penyerahan barang ataun penyelesaian pekerjaan Bukti Negosiasi (tawar
menawar) berupa Berita Acara Hasil Negosiasi ;
. Ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat perjanjian yang

berisi sekurang-kurangnya : i

1) Tanggal dan tempat dibuat surat perjanjian para pihak; e ;

2) Ruang linhkup pekerjaan ; 4

3) Nilai pekerjaan

4) Hak dan kewajiban para pihak ;

S5) Ketentuan sertifikat garansi yang diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang
ditunjuk secara sah oleh Produsen ( khusus pengadaan barang, apabila
diperlukan) ;

6) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

7) Ketentuan keadaan kahar; dan

8) Sanksi, termasuk denda keterlambatan

. Pihak Penyedia Barang/Jasa yang akan berwenang menandatangani surat

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah pemilik toko, Pemilik
Usaha Dagang, Direksi dan/atau Pihak lain yang bukan direksi atau yang
namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar disebutkan
dalam  Akta Pendirian/Anggaran Dasar sepanjang pihak tersebut
pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan
mendapat Kuasa atau Pendelegasain Wewenang yang sah dari Direksi atau pihak
yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;

TPK mengumumkan data barang/pekerjaan dan penyedia Barang/Jasa terpilih di

papan pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat berkumpulnya warga

(misalnya : pos ronda/kamling, pos RT/RW, pos Karang Taruna, gedung

Serbaguna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya mencantumkan :

1) Nama barang atau pekerjaan yang diadakan;

2) Nama dan alamat Penyedia Barang/Jasa

3) Harga hasil Negosiasi;
4) Jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;

' Tanggal diumumkan.




/"/‘

’enyedia barang/jasa kepada
-perubahan ruang lingkup pekerjaan. :
‘ubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada &
Menambah atau mengurangi volume pekerjaaan

b. Mengurangi jenis pekerjaan

€. Mengubah spesifikasi teknis; dan/atau

d. Melaksanakan pekerjaan tambah

(jor

TPk melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa baik teknis maupun harga
sehingga diperoleh harga yang murah dan secara teknis dapat dipertanggung
jawabkan.

Untuk nilai pengadaan barang/jasa diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah),
dilakukann addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang Hgﬁlgt’;p dan

g P

Bagian Kelima
Pembayaran Prestasi Kerja
Pasal 17

pemeriksaan yang dituangkan di
dan berita acara serah terima b

alahan penyedia barang/jasa sebesar 1/1000 x
jumlah hari keterlambatan x nilai total 4

surat perjanjian (apabil jadi
keterlambatan) o i telja&*

Bagian Keenam
Keadaan Kahar




TPK secara sepihak dapat melakukan Surat Perjanjian Kerja apabila :
a.

b.

ang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-t
-hal merugikan dalam pengadaan barang/jasa yang disebabk:
atau kelalaian para pihak penyedia Barang tidak termasuk Kategori k
Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terj
Kahar tidak dikenakan sanksi.

Setelah terjadinya keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan ki
kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan surat perjanjian kerj

Bagian Ketujuh
Pemutusan Surat Perjanjian
Pasal 19

Waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia
Barang/jasa sudah melampaui 28 hari kalender;

Penyedia Barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan
tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh
TPK; dan

Penyedia Barang/jasa terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, kecurangan
dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang.

Bagian Kedelapan
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 20

Perselisihan antara TPK dan penyedia Barang/jasa terlebih dahulu menyelesaian
perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat yang dipimpin oleh
Kepala Desa selaku PKPKDes.

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai kata mufakat, dapat dilakukan melalui Pengadilan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan A
Serah Terima Pekerjaan
Pasal 21 3

Panitia penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah se
il pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan surat perjanjian,
t kekurangan dalam hasil pekerjaan, Panitia
mmhskepada Kepala Desa selaky PKP
memerintahkan kepada Peny




PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 22

Camat wajib melakukan pengendalian barang/jasa di Desa.
Inspektorat Kabupaten Morowali Utara sebagai APIP wajib melakukan pengawasan
terhadap barang/jasa di Desa.

3. Setiap pengaduan tentang pengadaan barang/jasa di Desa wajib ditindaklanjuti oleh
< Camat dan Inspektorat.

N =

Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 23

1. Penyedia barang/jasa dapat diberikan sanksi Jika terbukti melakukan dengan
sengaja melakukan pembuatan atau tindakan sebagai berikut :

a. Berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan
cara apapun, baik langsung maupun tidak guna memenuhi keinginannya yang
bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam
dokumen perjanjian kerja, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Melakukan persengkongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur
harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga
mengurangi/menghambat memperkecil dan/atau meniadakan

i /. sehat dan/atau merugikan orang lain.
c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan /atau keterangan lain yang
tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa.
d. Mengundurkan diri dari pelaksanaan perjanjian kerja dengan alasan yang tidak
dapat dipertanggung jawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh TPK;
e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa :
a. Sanksi administrasi, berupa peringatan/teguran tertulis;
b. Gugatan secara perdata; dan/atau
c. Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang
3. Tindakan sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b dan huruf ¢, dilakukan
scsuz:ia d;nganukli::lntuan peraturan perundang-undangan. :
4. Apabila di tem penipuan/pemalsuan atas informasi ang di paikan )
- barang/jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai ca1onypemg:.en:nm;l e
~Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam prc;ses '

persaingan yang




sa konsultan perencana yang tidak cerm .
adap pemerintah desa atau beban biaya APBDes
‘keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban bie
konsultan yang bersangkutan , dan/atau dituntut dengan
perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.

BAB VII
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM ORGANISASI PENGADAAN

: Pelatihan
. Pasal 25

1. Dalam rangka pemenuhan dan peningkatan sumber daya manusia terhadap
keanggotaan TPK dilakukan pelatihan tata cara pengadaan barang/jasa di desa.

2. Program peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud padsa ayat (1),
diifisilitasi oelh tim asistensi desa yang dibentuk oleh Pemerintah.

3. Tim asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
keputusan Bupati Morowali Utara/terdiri dari :
a. Unit layanan pengadaan;
b. Satuan kerja perangkat Daerah; dan
c. Unsur lain terkait di Pemerintah Kabupaten.

4. Tugas dan fungsi tim asistensi desa sebagimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. Meningkatkan kapasitas SDM;
b. Melakukan pendampingan pengadaan barang/jasa;

rf. c. Melakukan pendampingan pengawasan dan pengendalian kepada wunsur
Kecamatan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak termasuk
pengadaan tanah untuk keperluan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Barang/jasa yang telah dilaksanakan sebelum beflaktm



raturar Bupatl ini mulai berla.ku pada tanggal diundang
ar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 1gu
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Kolonodale
Pada tanggal 8 Agustus 2
T

Diundangkan di Kolonodale
Pada tanggal

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 0%
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...........................................

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa paket pekerjaan sebagal

berikut: o
Al s
DEAINORIREAEE S e,
PESSmberipta®anaans . ... Ed

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga,secara langsung sesuai deng-i
jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu q;
Q A | Pemasukan Dokumen Penawaran ; 1
dan Neg;osiasi Harga ----------------------------------------------------- .“‘. ojf;:
B Penandatanganan SPK | ...

Apabila Saudara membutuhkan keterang

. an dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghnb\wai
: alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawm !
. Bgaya dan daftar barang yang kami perlukan terlampir)

emikian disampaikan untuk diketahui.




Pemberdayaan ADD Desa .

B T R I I I R I

Tahun Anggaran

B T T I )

N Jenis Barang/Bahan Volume / Satuan | Harga Satuan
(Rp)

V03O WnH W=

PPN 10 %
Jumlah




4 sessecssssssecsssssscsrnsrass

ﬁ!Mehyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak ;

2. Saya bukan sebagai pegawai K/L.D/I

3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para plhak i

langung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

usaha saya tidak sedang dihentikan;

6. Data-data saya adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

5. Saya tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau G

1. Nama
2. Pekerjaan
3. Alamat Rumah

No. Telepon
No. Fax

4. Alamat Kantor
No. Telepon
5. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)

.............................

-----------------------------

Q B. Surat Izin Usaha/melaksanakan kegiatan (apabila dipersyaratkan)

1. No. Surat izin Usaha
2. Masa berlaku izin usaha
3. Instansi pemberi izin usaha

.............................
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Bertindak untuk S AR U R b ke

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Bahan Material untuk Paket
dengan ini menyatakan bahwa saya:

“essecenssrransere esssseenane

1. Tidak Akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
. 2. Akan melaporkan kepada Insfektorat kab. Morowali Utara dan /atau Intansi yang berwenang ar
mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hast

kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila Melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima

sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata

dan/atau dilaporkan secara pidana.

....................................

ssesssssssssssssssssssnannse







. sssesens esssseas

1

Pada hari ini ............... tanggal .................................................
yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa ........ =
................ , Setelah dilakukan negosiasi harga untuk pekerjaan :

1. Nama Perusahaaanekanan ...................................
Alamat s R R S R T
Harga Penawaran 3 gL R R R L fcn (OIS L. )
Harga Negosiasi L o aa e s R AR (VBRI G 157 )
@ 2. NamaRekanan e e
Alamat R L
Harga Penawaran D o dat o MR BRI i (cnoeen i ST TR )
L R AR QR )

Berdasarkan hasil negosiasi disepakati harga terendah yang wajar maupun secara teknis
dipertanggungjawabkan dan dinyatakan sebagai pemenang adalah sebagai berikut :

Nama Rekanan 2 AL AT RO IRN RS R RRE A L 4
Alamat SR e e Tt e e
Harga Negosiasi SRR R ]

Dengan harga negosiasi tersebut diatas rekanan yang bersangkutan menyatakan sanggup dan
melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat dalam dokumen pengac

Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran ini merupakan satu kesatuan dari bagian yang tak terpis
proses pengadaan ini dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima ) untuk dipergunakan sebagaimana
MASING MASING PIHAK :

Menyetujui : Tim Pengelola K Tehiass

------------------------------------

B sesssssecenssrsssnnnne

A YR



®00ssscsssssscssnnnes

®escvcsscccccscscsssne

®seccccssccse

B A I A

Tim Pengelola Kergiatan
Ketua,




KODE REKENING

<

BELANJA
SUMBER DANA ARBINes Ju i o e s
NOMOR 1 5o s i SSRGS RR SRR ARG N R i
TANGGAL 3 5o sbbs plS AR S R _
WAKTU D .o s TR A RO S (ovnisn, BT 9SS ) hari
PELAKSANAAN kalender
NILAI R ool otalis uieio s sl
PEKERJAAN
NO JENIS KUANTITAS HARGA JUMLAH
BARANG/BAHAN SATUAN (Rp)
(Rp)
Jumlah termasuk pajak PPN 10% Rp. Sl
(terbilang)

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA BARANG DAN JASA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah
penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara
memuaskan oleh Tim Pengelola Kegiatan dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pengadaan tidak
dapat diselesaikan dalam jangka waktu pengiriman karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang maka Penyedia
Barang berkewajiban untuk membayar denda kepada TPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum
PPN setiap hari kalender keterlambatan, Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Barang dan Jasa
berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

R e e o sessenveesesenprrp esense R Y
%..}

PIHAK PERTAMA
A TIM PENGELOLA KEGIATAN







 pengawasan dan pemeriksaan terhadappelakunun aan ye
ila diperlukan TPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga tmtuﬁ-
atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

JlkaTPK atau pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidz
tercantum dalam spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka
penyedla berkewajiban untuk menanggung biaya penguijian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya cacat mutu
maka uji coba tersebut dianggap sebagai peristiwa kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN :
Pemeiksaan pekerjaan dilakukan setelah pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau keglatgn
yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam berita
acara penerimaan hasil pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan atau
kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan
dalam berita acara penerimaan hasil pekerjaan.

Q b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa
Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia akan dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristwa Kompensasi maka TPK dikenakan
kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal penyelesaian disepakati
oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis
kepada TPK untuk penyerahan pekerjaan.
b. Dalam rangka penilaian hasil pekrijaan TPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaaan yang telah diselesaikan
oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia waijib
memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah TPK.

17. PERUBAHAN SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi :
1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga
mengubabh lingkup pekerjaan dalam SPK ;
2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
3) Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
@ . Untukkepentingan perubahan SPK, TPK dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan SPK.

18. PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :
1) TPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia ;
3) TPKtidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) TPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah
dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kemsakamgagalarvponylmpanoan
g)) WK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
memerintahkan untuk kondisi tertentu tidak

e i untuk mengatasi yang dapat diduga sebelumnya dan
8) Ketentuan lain dalam SPK.
Jika pm Komuul mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian

man untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan m m




Alau
alll













.Nama o BESAL A AREASIAEE X e i
N 0z e ee s enansssonns

Alamat D s S e o
dalam hal ini bertindak atas nama ..........c.......... yang selanjutnya disebut PIHAK KESA}

72 N @0 E L s R RERE i S
Jabatan  : Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Alamat S AL RS A A EHOAASELA
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

433

N
o

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan barang/pekerjaan kepada PIHAK
. dan PIHAK KEDUA telah menerima barang/pekerjaan dari PIHAK KESATU berupa : g

No Nama Pekerjaan Banyaknya

Demikian berita acara serah terima barang/pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
digunakan seperlunya oleh pihak yang berkepentingan.

L

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
TIM PENGELOLA KEGIATAN
KETUA,






Nama O L iAbedanak CAE

Jabatan ST e
AN TR A LR e

Selanjutnya dlsebut sebaga1 PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya di atas memerintah PIHAK PERTAMA

Pasal 1

menyatakan bersedia melaksanakan perintah kerja dari PIHAK PERTAMA untuk pekerjaan :

No | Jenis Pekerjakan yang Dikerjakan

Volume

Harga Satuan
(Rp)

Harga
(Rp)

..................

Jumlah

PIHAK KESATU dalam jabatan tersebut diatas memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan
PIHAK KEDUA menyetujui ikatan kerja sebagai pelaksana kerja (Pemborong) dengan

Kesepakatan Upah Kerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

4. Jangka Waktu Pelaksanaan

4.1 Jangka waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan

terhctung mulai tanggal,

ut harus diselesaikan dengan baik oleh PIHAK

m;n disepakatl bersama-sama,

KEDUA sampai
“h'"bat-hmham







Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA.
Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan
dari PIHAK PERTAMA dan menyatakan bersedia, setuju dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan :

1. Jenis pekerjaan S a0 st B SR URNTR R

2. Lokasi pekerjaan s

Pasal 2
. NILAI PEKERJAAN
Nilai pekerjaan yang disepakati oleh PIHAK I dan PIHAK II sebesar :

JENIS PEKERJAAN
NO! BANYAKNYA ARG JUMLAH (Rp.)

YANG DIKERJAKAN SATUAN (Rp.)

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

aan scbagaimana pasal 2 Surat |

i)




asil Pekerjaan melakukan pemenksaan er ,
barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya s
utnya dibuat Berita Pemeriksaan Barang. |
Apabila pada waktu serah terima barang dimaksud terdapat kekeliruan, tidak sesuai dan lain
pihak kedua bersedia untuk memperbaiki sesuai dalam perencanaan yang tertuang dalam dokun

Langsung.
Pasal 5
CARA PEMBAYARAN
1. Pembayaran pekerjaan 100% (seratus perseratus) dilakukan oleh TPK setelah penyedia barang menyelesai

seluruh pekerjaan pengadaan barang yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah T

. Barang.

2. Pembayaran dilakukan melalui DPA Desa ................ untuk Belanja Modal Pengadaan ......................
gekeningiibelania’ .io..................... secara cash/kontan sejumlah nilai dalam kontrak sebesar
R s o o o ibnscsssones (oiveeoeeeeivieiieeennn .. ...) dikurangi pajak sesuai ketentuan Pemerintah.
Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban Tim Pengelola Kegiatan, sebagai berikut :

a Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang.
b.  Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang.
[ Menangguhkan pembayaran.
. d Mengenakan denda keterlambatan.
e Membayar nilai SPK kepada penyedia barang.
f. Memberikan instruksi sesuai jadwal.

2. Hak dan Kewajiban Penyedia Barang, sebagai berikut :

a.  Menerima pembayaran sesuai dengan nilai SPK.

b.  Menerima pembayaran ganti rugi / kompensasi (bila ada).

e Wmhndmmmyebn&mpekeﬁmmdmpnjadwﬂm
m dalam kontrak,







(domisili) yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Poso.

Pasal 11

KETENTUAN
LAIN - LAIN

1. Biaya administrasi dan materai sebagai akibat keluarnya Surat Perintah Kerja ini menjadi tanggung jawa§
KEDUA.

2. Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat 4 (empat ) rangkap terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai dan dita

. oleh masing masing pihak, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Selebihnya diberikan kepada pihak

berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Surat Perintah Kerja ini di buat dan ditandatangani pada tanggal yang telah ditetapkan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU,
OO D/CV................... D KETUA,




Pengangkatan / Penetapan Tim Pengelola Kegiatan di Desa Tahun 2015
Kepala Desa

. Desa agar sesuai dengan tata kelola Pemerintahan yang baik dan benar serta memenuhi
prinsip — prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong — royong dan
akuntabel,

b. Dahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud pada huruf a dan huruf b tersebut di

atas, perlu di atur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :
a. Undang — undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang — undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara
. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);
¢. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun
2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor....... Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

2. Hasil Musyawarah Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan

Menetapkan
Kesatu : Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan / Penetapan Tim Pengelola Kegiatan di Desa T:

yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.
Pengelola Kegiatan bertugas melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa










